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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seiring dengan berkhirnya era perang dingin, yang ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin pada tahun 1989, telah menimbulkan harapan baru dalam konstelasi sistem hubungan internasional yang mengarah kepada suatu sistem yang lebih baik, damai dan sejahtera.Interaksi antar negara di berbagai bidangpun mengalami perubahan yang signifikan baik dalam aspek maupun dimensinya.Dunia saat ini berada dalam tahap transformasi dari sistem bipolar ke multipolar.disamping perubahan pada tatanan sisem internasional tersebut,  dunia juga dihadapkan pada perubahan-perubahan yang sangat cepat dan drastis disegala bidang kehidupan masyarakat sebagai akibat globalisasi dan saling ketergantungan diantara negara-negara di dunia ini.

Perubahan sistem internasional, globalisasi yang ditandai dengan berkembangnya sistem informasi dan teknologi yang sanga cepat menjadikan negara seolah-olah tanpa batas, serta dampak sosial dari krisis ekonomi dan keuangan dimulai tahun 1997/1998 yang melanda kawasan Asia Tenggara telah mendorong munculnya masalah keamanan baru berupa aksi-aksi kejahatan yang melintasi batas wilayah negara.Kejahatan lintas negara atau kejahatan transnasional ( Transnasional Crime ) dalam beberapa tahun terakhir ini semakin meningkat  secara signifikan baik dalam aspek kualitas, kuantitas, maupun modus operandinya.

ASEAN sebagai organisasi kerjasama regional dikawasan Asia Tenggara telah menyadari bahwa kejahatan lintas negara adalah suatu kejahatan yang sangat serius karena dampaknya destruktif terhadap segala aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu dalam menyikapi keadaan yang dapat mengancam ketahanan regional Asia Tenggara, ASEAN telah mengambil langkah-langkah guna memberantas atau mengurangi berbagai tindak kejahatan lintas negara tersebut. Kerjasama tersebut berada didalam kerangka kerjasama fungsional ASEAN. 

Kerjasama ASEAN untuk menanggulangi masalah kejahatan transnasional sebenarnya telah dirintis sejak 20 tahun yang lalu. Pada awalnya ASEAN sangat prihatin atas merebaknya penyalahgunaan narkotika, dan penyelundupan obat-obatan yang berbahaya. Dalam perkembangannya hingga saat ini, jenis dan ruang lingkup kejahatan transnasional telah berkembang sedemikian luas yang meliputi terorisme, penyelundupan senjata ringan (smuggling of firearms), pencucian uang (money laundering), bank froud, perdagangan manusia (trafficking in person), pembajakan (piracy) sebagaimana halnya dengan berbagai bentuk kejahatan transnasional baru, antara lain:  credit card, pemalsuan barang-barang dan dokumen perjalanan (froudvient travel documents) (Dirjen Kerjasama ASEAN, 2000:4).

Kerjasama ASEAN dalam rangka memberantas kejahatan lintas negara mencakup masalah money laundering. Kerjasama ini pertama kali disepakati pada Pertemuan Para Menteri Dalam Negeri ASEAN di Manila bulan Desember tahun 1997. yang mengeluarkan deklarasi ASEAN Mengenai Kejahatan Lintas Negara (ASEAN declaration on transnational crime) yang menyerukan diperluasnya lingkup upaya-upaya negara anggota ASEAN dalam memerangi kejahatan lintas negara, seperti terorisme, penyeludupan senjata, dan penyalahgunaan obat terlarang, pencucian uang (money laundering), migrasi illegal, dan pembajakan, serta mencari cara-cara baru dalam kerjasama ASEAN dengan badan-badan terkait termasuk PBB. (ASEAN Declaration on Transnational Crime, 1997) 
Pada sidang kedua ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC), Juni 1999 di Miyanmar telah disahkan ASEAN Plan of Action  to Combat Transnational Crime. Rencana aksi ini antara lain berisi mekanisme dan berbagai kegiatan guna memperluas upaya negara-negara anggota ASEAN untuk memberantas kejahatan transnational pada level nasional, bilateral hingga ke dimensi regional, serta memperkuat komitmen dan kapasitas regional guna melaksanakan upaya yang telah diperluas tersebut (ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime, 1999). 
Money Laundering telah menimbulkan banyak dampak  negatif bagi perekonomian nasional. Dampak yang pertama adalah hilangnya pendapatan negara. Pendapatan keuangan dari tindak pidana money laundering adalah disebabkan karena tidak adanya kewajiban membayar pajak. Dampak kedua money laundering menimbulkan distorsi dan gejolak yang tidak sehat pada mekanisme pasar bebas. Sebab, para penjahat yang mencuci uangnya itu tidak perlu bersusah payah dan memeras keringat untuk meraih keuntungan dari persaingan melalui mekanisme pasar yang sehat. Selain itu, tindakan yang dilakukan pelaku money laundering itu telah merongrong sektor swasta yang sah. Dampak ketiga dengan adanya money laundering akan merongrong integritas pasar-pasar keuangan. Dampak keempat money laundering akan mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya. Dampak kelima money laundering akan membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan-perusahaan negara yang dilakukan pemerintah. Dampak keenam dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan selanjutnya akan mengganggu sistem pembangunan moneter. Dampak ketujuh bagi Indonesia hal demikian dapat mengurangi rasa percaya negara-negara lain karena tidak mampu mengatasi masalah money laundering di negerinya yang menimbulkan rusaknya reputasi negara. Dampak keenam dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan keamanan.(Media Indonesia, 1 September 2000:4).

Money laundering telah lama dikenal di Amerika Serikat sejak tahun 1930. Money laundering merujuk pada tindakan mafia yang memproses uang hasil kejahatan untuk dicampur atau di investasikan dengan bisnis yang sah. Menurut Michael Camdessus, mantan Managing Director International Monetary Fund (IMF) memperkirakan volume dari cross-border money laundering sekitar dua sampai lima persen dari Gross Domestic Product (GDP) dunia yang diperkirakan mendekati USD 600 miliar (US Government, Secretary of the Treasury and Attorney General,2000:4).3
Kejahatan money laundering merupakan masalah yang tidak bisa dipandang enteng jika melihat pada kondisi yang bisa ditimbulkan. Sebenarnya kejahatan money laundering tidak terlepas dari kejahatan terorganisir dan kejahatan kerah putih, mengingat masalah money laundering menyangkut jumlah uang yang sangat besar, dan sangat menarik bagi kalangan bisnis. Money laundering pada intinya melibatkan aset (pendapatan / kekayaan) yang disamarkan, sehingga dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan illegal. Melalui money laundering pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan melawan hukum dapat diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah.

Di Indonesia, aktivitas perbankan mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang sangat pesat. Hal tersebut dapat terlihat dengan banyaknya bermunculan bank-bank baru dan pembukaan kantor-kantor bank baru, dengan menawarkan produk barunya kepada masyarakat. Dengan demikian, terjadilah persaingan yang ketat antara bank di dalam menjaring dana dan penyalurannya kepada masyarakat. Dalam persaingan ini bank-bank menawarkan produk barunya dengan pelayanan dan prosedur yang mudah dan cepat, Sehingga tanpa disadari kurang diperhatikan aspek keamanannya. 
Bank telah menjadi sasaran utama serta dijadikan sebagai sumber pendulangan uang kotor dan sebagai mata rantai nasional dan internasional dalam proses money laundering. Hal ini disebabkan bank cukup banyak menawarkan jasa-jasa dan instrument dalam lalu lintas keuangan yang akan digunakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana. Dalam dunia perbankan sekarang, sudah tidak dikenal lagi batas-batas wilayah negara, dan dapat dilakukan secara elektronik. Munculnya sistem teknologi perbankan secara elektronik, dengan apa yang disebut dengan electronic money atau E-money, menyebabkan transaksi dapat dilakukan dengan sistem internet (cyberpayment), yang kemudian dimanfaatkan oleh para pelaku money laundering yang disebut cyberlaundering.
Sementara itu, sistem kerahasiaan bank yang dianut suatu negara juga merupakan salah satu faktor sarana untuk melakukan money laundering. Melalui mekanisme rahasia perbankan dana hasil kejahatan bergerak dari satu negara ke negara lain yang belum ditopang oleh sistem hukum yang kuat untuk menanggulangi kegiatan money laundering, bahkan bergerak ke negara yang menerapkan ketentuan rahasia bank secara ketat. Semakin ketat sistem kerahasiaan perbankan suatu negara, maka semakin intens pula di pergunakan sebagai sarana untuk kegiatan money laundering. 
Berdasarkan pada hukum positif yang berlaku dibidang perbankan, tidak ditemui suatu kewajiban bagi bank untuk menyeleksi lebih dahulu terhadap dana-dana yang akan disimpan oleh masyarakat pada bank, apakah berasal dari suatu kejahatan atau bukan. Sebaliknya bank justru dibebani kewajiban untuk merahasiakan nama penyimpan dana dan simpanannya. Di Indonesia kewajiban bank untuk merahasiakan diatur dalam pasal 40 UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, dengan berbagai pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44A UU No. 10 Tahun 1998  (Tarliman, 1999:197).4
Dengan peristiwa Bank of Credit and Comerce Internasional (BCCI) sebagai bank yang mengambil keuntungan dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perbankan yang ada di berbagai negara untuk memberikan fasilitas hubungan transaksi antar bank dan lintas negara. BCCI adalah bank-bank yang bergabung dalam ketentuan hukum Luxemburg dan Cyman Island serta beberapa negara lainnya. BCCI menjadi sorotan sepanjang tahun 1970-an sampai awal 1980-an, berkaitan dengan permasalahan praktek perbankan dan pengucuran dana pada kalangan elit di middle east dan beberapa wilayah lain. Misalnya pinjaman besar yang menjadi non performing kemudian BCCI dengan susah payah mencari pinjaman baru untuk menutupi hutangnya antara lain dengan melakukan money laundering.
Keseriusan Indonesia dalam upaya menanggulangi money laundering amat diharapkan tidak saja oleh berbagai kalangan didalam negeri, tetapi juga oleh masyarakat internasional, mengingat praktek money laundering secara ekonomi merugikan banyak negara. Tidak seperti halnya negara anggota ASEAN lainnya yang telah memiliki perangkat hukum yang jelas dalam mengatasi money laundering, sebelum tahun 2002 Indonesia belum memiliki UU Tindak Pidana money laundering seperti yang diharapkan banyak pihak sebagai dasar hukum untuk mengantisipasi berbagai pola kejahatan yang mengarah kepada money laundering. Tidak adanya UU yang khusus mengatur tentang money laundering di Indonesia pada bulan Juni 2001 memiliki predikat baru sebagai negara yang tidak kooperatif dalam memberantas money laundering dari FATF. FATF merupakan suatu wadah intergovernmental yang bertujuan untuk membangun serta mempromosikan dan menyusun kebijakan untuk memberantas money laundering. Sehingga dengan adanya FATF ini, maka Indonesia dimasukan kedalam daftar hitam Non Kooperatif Countries and Teritories (NCCTs). Karena FATF menganggap Indonesia tidak memenuhi 25 kriteria yang ditetapkan FATF. Beberapa kriteria itu antara lain mencakup adanya “bolong-bolong” dalam peraturan industri jasa keuangan yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan money laundeing, tidak memadainya sumber daya untuk mencegah dan mengetahui kegiatan money laundering dan tidak adanya kerjasama internasional untuk memberantas money laundering ini (Koran Tempo, 28 Agustus 2001).5
Yunus Husein, pelaksana Direktur Direktorat Hukum BI, mengatakan:
“Mengingat yang dilakukan FATF itu merupakan pendekatan sanksi, maka suatu waktu terdapat kemungkinan Indonesia akan dikenakan sanksi oleh 29 negara anggota FATF, apabila rezim di Indonesia dinilai tidak kooperatif” (Media Indonesia, 1 September 2002).6
Negara yang masuk kedalam  NCCTs dapat dikenakan counter-measures yang dapat berakibat buruk terhadap sistem keuangan dalam melakukan perdagangan internasional khususnya terhadap negara-negara maju atau penolakan oleh negara-negara lain atas Letter Of Credit (L/C) yang diterbitkan oleh perbankan dinegara yang terkena Counter-Measures tersebut. Counter-measures merupakan suatu tindakan balasan yang dilakukan terhadap suatu negara yang tidak sungguh-sungguh melakukan tindakan-tindakan pemberantasan money laundering. Akibat lain yang cukup serius dari Counter-measures dapat berupa pemutusan hubungan korespodensi antara bank luar negeri dengan bank domestik, pencabutan ijin usaha kantor cabang atau kantor perwakilan bank nasional diluar negeri, dan kemungkinan penghentian bantuan luar negeri kepada pemerintah. Sanksi tersebut diatas pada akhirnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat luas. 
Dengan telah diberlakukan kawasan perdagangan ASEAN (AFTA), pemerintah Indonesia belum memiliki perangkat hukum untuk mengantisipasi kejahatan money laundering, maka selain mendapatkan sanksi dari FATF, Indonesia juga akan mengalami kesulitan melakukan transaksi perdagangan baik di dunia internasional maupun ditingkat ASEAN sendiri.
Seiring dengan perkembangan kejahatan money laundering yang tidak terungkap, maka sudah saatnya bagi pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah guna mencegah dan memberantas kegiatan money laundering. Berdasarkan uraian diatas, maka timbul ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian dengan judul : “KERJASAMA ASEAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN LINTAS NEGARA TERHADAP UPAYA PEMBERANTASAN MONEY LAUNDERING DI INDONESIA.”
B. Identifikasi Masalah

Seiring dengan perkembangan kejahatan lintas negara yang semakin marak terjadi diwilayah Indonesia, maka sudah saatnya bagi Indonesia untuk bekerjasama dengan ASEAN untuk meningkatkan stabilitas dan keamanan kawasannya terhadap Kejahatan Lintas Negara melalui pertukaran informasi, penegakan hukum dan pengembangan program pelatihan Sumber Daya Manusia  antar negara anggota ASEAN terutama di Indonesia dalam masalah pemberantasan money laundering.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis mengidentifikasikan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:
1. Sejauhmana kerjasama ASEAN dalam menangani masalah pemberantasan money laundering di Indonesia?
2. Apa yang menjadi kendala-kendala ASEAN dalam menangani masalah pemberantasan money laundering di Indonesia?

3. Bagaimana upaya ASEAN dalam menangani masalah pemberantasan money laundering di Indonesia?

4. Bagaimana prospek pemberantasan money laundering di Indonesia setelah adanya kerjasama ASEAN?
1. Pembatasan Masalah
 Dengan melihat kompleks dan luasnya ruang lingkup permasalahan diatas, maka penulis membatasi masalah (pokok bahasan) dalam penyusunan skripsi ini sekitar bidang Hukum Internasional dan Ekonomi yang berhubungan dengan peran ASEAN dalam menangani masalah money laundering di kawasan Asia Tenggara terutama bagi Indonesia yang termasuk dalam daftar non kooperatif beserta langkah dan kebijaksanaan apa yang dipakai dalam usahanya mengurangi jumlah tingkat kejahatan money laundering yang kerap terjadi di kawasan Asia Tenggara ini. Pembatasan waktu yang dipilih 2001-2005. Tahun 2001 dipilih, karena Indonesia sejak bulan Juni 2001 mendapat kategori Non Cooperative Countries and Territories (NCCTs) yang diberikan oleh The Financial Action Task Force (FATF). Hal ini disebabkan kejahatan uang di Indonesia pada waktu itu belum dikategorikan sebagai tindak pidana dan tidak adanya perangkat hukum yang mengatur tentang money laundering di Indonesia. Sedangkan tahun 2005 dipilih dengan pertimbangan waktu lima tahun untuk mengamati bagaimana upaya Indonesia memerangi isu baru mengenai money laundering ini beserta kendala yang harus dihadapi. Mengingat luasnya permasalahan maka pembahasan akan dibatasi pada aspek Hukum Internasional dengan pendekatan Ekonomi.

2. Perumusan Masalah

Untuk memudahkan pembahasan dan penganalisaan skripsi ini maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:
“Sejauhmana upaya kerjasama ASEAN dengan Indonesia dalam menanggulangi masalah pemberantasan money laundering di Indonesia”. 
C.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.   Tujuan Penelitian

      
Tujuan penelitian adalah:
a. Untuk mengetahui kerjasama ASEAN dalam menangani masalah pemberantasan money laundering di Indonesia.
b. Untuk mengetahui kendala ASEAN dalam menangani masalah pemberantasan money laundering di Indonesia.
c. Untuk mengetahui upaya ASEAN dalam menangani masalah pemberantasan  money laundering di Indonesia.
d. Untuk mengetahui prospek pemberantasan money laundering di Indonesia setelah adanya kerjasama ASEAN.
2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini  adalah: 

a. Diharapkan agar  hasil penelitian dapat digunakan sebagai informasi tambahan bagi penelitian sejenis, terutama masalah-masalah yang berkaitan dengan kejahatan lintas negara khususnya money laundering di Indonesia.

b. Sebagai perwujudan dari aplikasi penerapan keilmuan disiplin Ilmu Hubungan Internasional khususnya yang berkaitan dengan pokok bahasan ekonomi internasional, hukum internasional, politik luar negeri, studi kawasan, organisasi dan administrasi internasional.
c. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian program Strata 1 (S1) pada Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bandung.
D.  Kerangka Teoritis dan Hipotesis

1.   Kerangka Teoritis


Guna menempatkan pemahaman yang lebih mendalam atas permasalahan yang telah dirumuskan, diperlukan beberapa teori-teori yang dikemukakan oleh beberapa para ahli dan konsep-konsep ilmiah yang relevan dengan objek penelitian yang dibahas untuk  dijadikan sebagai landasan dalam mengkaji permasalahan sehingga diakui kebenarannya.

Untuk itu sesuai dengan jurusan yang ditempuh oleh penulis maka penulis bertitik tolak dengan menggunakan teori-teori dan pendapat para ahli Hubungan Internasional sebagai dasar pemikiran untuk menganalisa objek yang dikaji. Agar penelitian ini memiliki akurasi yang tinggi sehingga dapat di pertanggungjawabkan secara akademis. Sebelum membahas lebih mendalam mengenai permasalan yang telah diuraikan diatas, ada baiknya kita mengidentifikasikan terlebih dahulu mengenai Hubungan Internasional menurut K.J Holsti dalam bukunya “Politik Suatu Kerangka Analisa” yang diterjemahkan oleh Wawan Juanda, adalah: 
“Hubungan internasional adalah semua bentuk interaksi antara anggota masyarakat, bangsa-bangsa yang berbeda baik dengan atau tanpa pemerintah masing-masing. Hubungan intenasional ini mencakup suatu analisa mengenai politik luar negeri dan analisa proses politik antar bangsa”. 7
Dalam melakukan hubungan dengan negara lain, suatu negara memiliki politik luar negeri yang diperlukan sebagai dasar dalam mengadakan hubungan yang sama terdapat suatu pedoman dan arah untuk melakukan hubungan tersebut dalam konteks Hubungan Internasional. Untuk mengungkapkan pengertian yang lebih lanjut sebagai gambaran yang jelas, seperti yang diungkapkan oleh Norman. D. Palmer dan Howard C. Perkins dalam buku “Penghantar hubungan internasinal” yang disusun oleh Suwardi Wiriatmadja adalah sebagai berikut :
“Bahwa hubungan internasional pada saat sekarang merupakan suatu studi dari masyarakat dunia dalam masa peralihan atau transisi selanjutnya mereka mengatakan bahwa asas-asas atas prinsip dan faktor-faktor dalam hubungan intenasional tidak mengalami perubahan tetapi suasana lingkungan internasional yang sudah berubah dan terus berubah”. 8
Berdasarkan penjelasan di atas, hubungan internasional memiliki asas-asas atau prinsip-prinsip tetap namun situasi dan lingkungan bersifat dinamis menuntut perubahan melalui segala bentuk interaksi internasional ditunjang dengan kemajuan pesat dibidang tekhnologi serta kebutuhan dan kesadaran manusia dalam melaksanakan interaksinya dengan negara-negara lain.

Salah satu bentuk Hubungan Internasional adalah kegiatan Ekonomi Internasional yang merupakan bagian terpenting dari suatu negara. Ekonomi sering muncul didalam percaturan politik internasional, bersamaan dalam globalisasi bidang ekonomi dan menunjukkan bahwa setiap negara menuju pada perbaikan ekonomi dalam negerinya serta tidak terlepas dari pengaruhnya terhadap negara-negara lain. Pengertian Ekonomi Internasional menurut Dominik Salvatore yang diterjemahkan oleh Rudi Sitompul dalam bukunya: Internasional
Ekonomi adalah sebagai berkut:

 “Ekonomi Internasional adalah suatu aktifitas yag ditimbulkan oleh ekonomi dari keadaan saling ketergantungan unit-unit politik yang melintasi batas-batas negara dengan bersifat internasional.9
Adapun tujuan dari Ekonomi Internasonal menurut R.E.A Mamoer dalam bukunya Ekonomi Internasional adalah:

“Tujuan Ekonomi Internasional adalah untuk mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi bagi umat manusia. Pelaksanaan ekonomi internasional adalah kerjasama, bantu membantu antar bangsa dan antar negara. Dengan adanya kerjasama ini maka kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh persediaan dalam negeri dapat terpenuhi oleh negara lain”.10
Dengan demikian berkembangnya kebutuhan dan kepentingan masyarakat antar bangsa maka diperlukan wadah serta alat untuk melaksanakan kerjasama internasional. Sarana untuk mengkoordinasi kerjasama antar bangsa kearah pencapaian tujuan yang sama dan perlu diusahakan secara bersama-sama. Koesnadi Kartasasmita dalam bukunya ”Administrasi Internasional” menyatakan bahwa:

“Kerjasama dalam masyarakat internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat dari adanya interdependensi bertambah kompleksnya kehidupan dalam masyarakat internasional”. 11
Hubungan timbal balik ini mencakup semua aspek internasional dan banyak faktor yang mempengaruhi, dalam menentukan arah kebijakan serta tingkah laku yang ditujukkan terhadap negara lain, dalam kata lain negara melakukan hubungan internasional atau mengadakan interaksi dengan negara lain, dan salah satu bentuk kerjasama internasional menurut K.J Holsti dalam bukunya “Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis” yang diterjemahkan oleh Wawan Juanda sebagai berikut:

“Kerjasama dilakukan oleh pemerintah yang saling berhubungan dengan mengajukan alternatif pemecahan, perundingan atau pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi, serta mengemukakan berbagai bentuk teknis untuk menopang pemecahan masalah tertentu dan mengakhiri perundingan dengan membentuk beberapa perjanjian atau saling pengertian yang memuaskan semua pihak”. 12
Menurut Budiono Kusumohamidjoyo mengemukakan bentuk-bentuk kerjasama internasional yang terdiri atas:

1. Kerjasama Internasional (global), yaitu: kerjasama yang didirikan dengan hasrat untuk memadukan semua bangsa di dunia dalam suatu wadah yang mampu mempersatukan mereka dalam cita-cita bersama dan menghindari disintegrasi internasional.
2. Kerjasama Regional, yaitu: kerjasama antara negara-negara yang berdekatan secara geografis dan memiliki kesamaan pandangan politik dan kebudayaan atau perbedaan struktur produksi yang saling membutuhkan.

3. Kerjasama Fungsional, yaitu: kerjasama yang didasarkan pada fungsinya masing-masing untuk mencapai tujuan bersama, mencakup semua bidang termasuk bidang ekonomi.

4. Kerjasama ideologi, yaitu kerjasama yang ditujukkan bagi negara-negara penganut ideologi yang sama. Kerjasama yang dilakukan dimaksudkan untuk melengkapi, menjalankan fungsi komplementari antar masing-masing pihak dan dilakukan untuk mencapai tujuan untuk menguntungkan kedua belah pihak sehingga masing-masing terpenuhi. 13
Pembentukan sebuah organisasi internasional pada umumnya untuk mencapai suatu tujuan dan kepentingan negara anggota organisasi internasional. Berdasarkan keanggotaan, organisasi internasional terdiri atas organisasi global, organisasi regional, organisasi fungsional. Daniel S. Chever dan H. Field Haviland memberikan definisi organisasi internasional yang dikutif oleh T. May Rudi dalam bukunya “organisasi dan administrasi internasional” adalah sebagai berikut:
“Organisasi Internasional, secara sederhana dapat didefinisikan sebagai pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara, umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar, untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberi manfaat timbal balik yang dijawantahkan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala”. 14
Sedangkan yang dimaksudkan dengan Organisasi Internasional menurut Jack C Plano yang diterjemahkan oleh Wawan Juanda dalam bukunya “Kamus Hubungan Internasional”, yaitu:

“Organisasi Internasional adalah merupakan struktur  atau lembaga yang resmi yang melintas atas negara yang berfungsi sebagai salah satu mekanisme yang menunjang kerjasama diantara negara-negara dalam bidang keamanan, sosial, ekonomi, atau bidang-bidang lain yang berhubungan”. 15
Jadi organisasi internasional menurut pengertian sederhana tersebut diatas mencakup tiga unsur, yaitu:

1. Keterlibatan negara dalam suatu pola kerjasama.

2. Adanya pertemuan-pertemuan secara berkala.

3. Adanya staf yang bekerja sebagai “pengawal sipil internasional” (internasional civil sevant).

Perkembangan pesat dalam bentuk serta pola kerjasama melalui organisasi internasional, telah menonjolkan peran organisasi internasional yang bukan hanya melibatkan negara beserta pemerintah saja. Negara tetap merupakan aktor paling dominan didalam bentuk-bentuk kerjasama internasional, namun perlu diakui keberadaan organisasi internasional non pemerintah juga ikut menunjang kerjasama internasional.
Menurut Daniel S. Papp membagi organisasi internasional menjadi dua jenis, yaitu yang keanggotaannya terdiri atas negara-negara (Inter-Governmental Organization / IGO) dan yang beranggotakan bukan negara  (Non-Governmental Organization / NGO) 16
Kerjasama yang dilakukan oleh dua negara atau lebih melalui organisasi internasional yang meliputi bidang apa saja, salah satunya dalam bidang hukum. Karena yang terlibat sekarang aktor-aktor internasional, maka hukum yang dipergunakan adalah hukum internasional bisa didefinisikan sebagai keseluruhan hukum untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa terikat untuk mentaati.17
Adapun sumber material hukum internasional tidak terlepas dari perjanjian internasional (traktat) adalah instrument utama yang dimiliki masyarakat internasional untuk tujuan memprakarsai atau mengembangkan kerjasama internasional.18 Perjanjian internasional sendiri dapat diartikan sebagai perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan hukum tertentu.19
Pembuatan Perjanjian internasional dapat dibagi dalam tiga tahap, yaitu:

1. Perundingan (negotiation)
2. Penandatanganan (Signature)
3. Ratifikasi (ratification)

Dari batasan tersebut jelas kiranya, bahwa untuk dapat dinamakan perjanjian internasional, perjanjian itu harus diadakan oleh subjek-subjek hukum internasional yang menjadi anggota masyarakat internasional. Perjanjian Internasional terbagi menjadi dua golongan. Pada satu pihak, terdapat perjanjian internasional yang diadakan menurut tiga tahap pembentukan yakni perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi. Pada pihak lain ada perjanjian yang hanya melewati dua tahap yakni perundingan dan penandatanganan. Biasanya perjanjian golongan pertama diadakan untuk hal yang dianggap penting sehingga memerlukan persetujuan dari badan yang memiliki hak untuk mengadakan perjanjian (treaty making power), sedangkan perjanjian golongan kedua yang sifatnya lebih sederhana diadakan untuk perjanjian yang tidak begitu penting dan memerlukan penyelesaian yang cepat seperti misalnya perjanjian perdagangan yang berjangka pendek.

Dalam membuat suatu perjanjian internasional, yang paling penting adalah kesadaran dari masing-masing pihak pembuat perjanjian untuk secara etis normative mematuhinya. Salah satu masalah kepentingan bersama yang perlu diatur oleh perjanjian internasional adalah masalah kejahatan lintas negara di kawasan Asia Tenggara terutama di Indonesia.
Adapun kawasan pada dasarnya merupakan suatu daerah dimana bangsa atau negara bahkan terdiri dari berbagai bangsa berada dan menunjukkan keberadaannya dengan bangsa lain dilingkungan tempat bangsa tersebut, Didi Krisna dalam buku “Kamus Politik Internasional” memberikan keterangan singkat mengenai kawasan, sebagai daerah tertentu yang antara bagian-bagiannya terdapat hubungan khusus. 20
Pendepinisian kawasan yang paling umum selama ini digunakan adalah berdasarkan perbedaan luas wilayah. Ada kriteria umum dalam menetapkan negara-negara kedalam suatu kawasan, yaitu:

1. Kriteria Geografis: Mengelompokkan negara-negara berdasarkan lokasinya dalam benua, sub benua, kepulauan dan lain-lainnya, misalnya : Eropa dan Asia.

2. Kriteria Politik atau Militer: Mengelompokkan negara-negara berdasarkan keikutsertaannya dalam berbagai aliansi atau berdasarkan orientasi ideologis dan politik, misalnya: NATO, Fakta Warsawa, Blok Komunis, dll.

3. Kriteria Ekonomi: Mengelmpokan negara-negara berdasarkan criteria terpilih mengenai perkembangan (pembangunan) ekonomi seperti GNP dan Output Industri, contoh: negara-negara industrialis, negara-negara terbelakang.
4. Kriteria Transaksional: Mengelompokkan negara-negara berdasarkan jumlah dan frekuensi pertukaran penduduk, barang, jasa, seperti para imigran, turis, perdagangan dan berita, misalnya Amerika serikat, Kanada, wilyah pasar eropa Timur.

Disamping kriteria diatas, dapat pula digunakan kriteria lain dalam mngelompokkan negara dalam kawasan-kawasan, seperti berdasarkan kriteria bahasa, agama, kebudayaan, kepadatan penduduk dan iklim. Dari beberapa kriteria tadi tidak perlu dilakukan perbandingan kriteria mana yang paling baik untuk mengelompokkan negara-negara dalam kawasan-kaaan, namun harus mengunakan secara berbeda-beda dan sekaligus berusaha mengidentifikasikan serta membandingkan karakteristik pengelompokan atau kriteria tersebut sesuai dengan perubahan zaman.
Dengan demikian pemahaman mengenai karakteristik dan kecenderungan kawasan merupakan hal yang menarik untuk dipelajari, sehingga suatu studi yang khusus dalam memahami dinamika kawasan merupakan hal yang cukup penting, Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton dalam “Kamus Analisa Politik” memberikan pengertian studi kawasan sebagai berikut:

“Penyelidikan yang luas mengenai faktor-faktor politik, sosial, ekonomi pada negara-negara yang berhampiran secara geografis, atau pada kelompok negara bagian atau pemerintah lokal. Studi kawasan dimaksudkan untuk unsur yang sama menyatukan rakyat-rakyat pada daerah-daerah geografis yang ada. Studi ini mencakup penelaahan tentang kesamaan bahasa, latar belakang budaya, keamanan bersama, kebutuhan ekonomi yang layak dan pola kemasyarakatan yang serasi”. 21
Suatu kawasan didalamnya terdiri dari negara-negara yang mempunyai karakteristik dan sifat yang sama, jadi yang lebih tepat apabila kumpulan atau kelompok negara-negara yang tergabung dalam suatu kawasan tersebut diyakini sebagai suatu “Regional” karena pengertian regional adalah sama dengan pengertian kawasan. Menurut Didi Krisna dalam bukunya “Kamus Politik Internasional”, menerangkan pengertian regional sebagai berikut:

“Wilayah yang terdiri dari sejumlah negara merdeka yang berdaulat yang memiliki kepentingan yang sama atas wilayah tersebut baik dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya maupun tujuan”. 22
Kerjasama ASEAN sebagai suatu organisasi regional yang menjalankan fungsinya sebagai penjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara terhadap Kejahatan Lintas Negara yang dianggap telah mengancam keamanan kawasan ASEAN. Masalah kejahatan lintas negara menjadi perhatian khusus banyak negara, terutama di Indonesia yang merasa terancam karena letak geografis yang strategis pada jalur lalu lintas dunia. Karakteristik kejahatan lintas negara yang terorganisir mudah menyebar serta saling terkait antar negara, kemunculannya sering tidak dikenali secara dini oleh otoritas pemerintah, sehingga penanggulangannyapun tidak dapat mengandalkan otoritas pemerintah satu negara semata. Bagaimanapun upaya penanggulangan kejahatan lintas negara tidak hanya menjadi tanggung jawab satu negara yang bersangkutan tetapi merupakan tanggung jawab semua negara didunia. Sehingga pada tahun 1997 telah dilakukan kerjasama untuk menghadapi kejahatan lintas negara. Hasil dari kerjasama tersebut adalah lahirnya Deklarasi ASEAN mengenai Kejahatan Lintas Negara. 

Adapun Kejahatan Lintas Negara yang diungkapkan oleh Muhamad Mustofa seorang krimonolog FISIP Universitas Indonesia dalam Forum ASEAN: 

“Kejahatan lintas negara merupakan kecenderungan yang tidak terelakkan dalam era globalisasi. Sebab batas-batas antar negara menjadi semakin kabur. Apalagi dalam era globalisasi yang dilengkapi dengan kemajuan teknologi telematika, yang disamping mempermudah manusia untuk berkomunikasi lintas negara, juga mempermudah dilakukannya kejahatan lintas negara”. 

PBB juga mengeluarkan definisi tentang kejahatan transnasional. Menurut United Nations Agains Transnasional Organized Crime (Palermo Conventions), pada bulan Nopember 2000 dirumuskan sebagai berikut:

“Transnational Crime is a structured of there or more person, existing of the periode of time acting in concert with the aim of committing one or more serious crime or offences established in accordance with this conventions, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or the other benefit”.

Menurut pemerintah Indonesia didalam kesiapan Indonesia dalam menghadapi kejahatan lintas negara didalam forum ASEAN adalah:

“Kejahatan lintas negara merupakan gejala global yang tidak dapat diselesaikan oleh suatu negara saja melainkan harus melalui kerjasama internasional, dan kejahatan tersebut tumbuh berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan transformasi internasional yang disebabkan oleh kondisi sosial, politik, ekonomi, pertahanan, keamanan dan teknologi yang berkembang diberbagai negara, dan juga kebijakan dalam dan luar negeri suatu negara yang menjadi sasaran kejahatan tersebut. Bentuk kejahatan transnasional dapat dilakukan oleh orang per orang, kelompok atau bahkan oleh negara, baik sebagai sponsor maupun sebagai pelakunya serta kejahatan ini tidak selalu didasari oleh motif politik semata, tetapi juga motif-motif ekonomi atau bahkan tanpa motif yang jelas.” (Dr. Ikrar Nusa Bakti).
Kejahatan lintas negara cakupannya cukup luas dimana meliputi aspek kejahatan terorisme, penyelundupan senjata (arm smuggling), pencucian uang (money laundering), perdagangan manusia (illegal people trafficking), dan pembajakan dilaut (sea piracy) selain itu juga mencakup perdagangan, peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. 
Kejahatan transnational atau kejahatan lintas negara merupakan suatu bentuk kejahatan yang sangat memprihatinkan banyak negara didunia, kejahatan transnational merupakan suatu bentuk kejahatan yang terorganisir seperti yang dibahas dalam pertemuan ASEAN pada tahun 2002 yaitu mengenai Organized Crime: Suatu bentuk kejahatan yang tersusun dan ada pelaku yang saling berhubungan didalamnya untuk meraih suatu bentuk profit atau keuntungan.

Dan kejahatan transnational terorganisir (transnational organized crime) menurut United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Palermo Convention), bulan Nopember 2000 dirumuskan sebagai berikut:

“a structured group of three or more pesons, existing of a periode time and acting in concert with the aim of commiting one or more serious crime of offences established in accordance with this convention, in order to obtain, direcly or indirectly a financial or other benefits”.
Money laundering merupakan bagian dari kejahatan lintas negara yang telah menjadi sebuah ancaman terhadap keamanan baik regional maupun internasional. Hal ini dikarenakan money laundering dicurigai sebagai salah satu cara untuk memutihkan uang, baik itu yang berasal dari kegiatan-kegiatan illegal ataupun untuk mendanai kegiatan terorisme. Untuk menyamakan persepsi mengenai money laundering sebagai kejahatan lintas negara, maka dibawah ini akan diberikan beberapa definisi hal tersebut.
Sarah N. Welling dalam Brent Fisse, David Fraser dan Graeme Coss, mengemukakan bahwa money laundering adalah “the process by which one conceal the existence, illegal source, or illegal application of income, and than disguises that income to make it appear legitimate” 
Prof . M. Giovanoli dari Bank for International Settlement membuat pengertian “money laundering” adalah: 
“suatu proses dengan mana aset-aset pelaku, terutama aset tunai yang diperoleh dari suatu tindak pidana, dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset-aset tersebut seolah-olah berasal dari sumber yang sah” (Jurnal Hukum Bisnis.’23
Pada dasarnya juga dikemukakan oleh Bucy dalam buku “White Collar Crime Cases and Materials”, that money laundering is the concealment of the existente, nature or illegal source or illicit funds in such a manmer that the funds will appear legitimate if discovered .24
Menurut R.W. Genzment, yaitu seorang jaksa Amerika Serikat “money laundering adalah terlibat secara sadar dalam transaksi keuangan melalui cara-cara illegal dengan maksud meningkatkan atau melaksanakan atau pengelabuan sifat, tempat, sumber, kepemilikan atau pengawasan dari kegiatan”.
Selain itu juga ada teori lain mengenai money laundering, yaitu:
“money laundering adalah transformasi mata uang yang diperoleh secara illegal sehingga kemudian tampak legal. Dan hal ini merupakan pengelabuan dari sumber illegal pendapatan tersebut dan penerapannya”. (Lyman)

Dan money laundering menurut Levi didalam  konvensi ASEAN  yang membahas kejahatan transnasional menjelaskan bahwa:

“money laundering sebagai konvesi atau transfer kepemilikan, dengan menyadari bahwa dari property itu berasal dari kejahatan serius, dengan tujuan menyembunyikan atau mengelabui sumber asli dari property atau memberi bantuan pada orang yang terlibat dalam tindakan pelanggaran untuk menghindari konsekuensi legal dari tindakannya, penyembunyikan atau pengelabuan dengan kepemilikan dengan menyadari bahwa property seperti ini adalah berasal dari kejahatan serius”.
            Sementara itu D. Scoot mengartikan money laundering sebagai:

“Kegiatan kejahatan yang dilakukan melalui sistem keuangan untuk mengelabui asal sebenarnya dan membuat mereka tampak sebagai dana yang sah. Sering terkait dengan kejahatan terorganisir, money laundering dapat dikaitkan dengan pemaksaan, perdagangan obat-obatan terlarang, penyelundupan senjata, dan kejahatan kerah putih”.

Menurut Petter J. Quirk dalam bukunya Money Laundering: Muddying the Macroeconomy, yang diterjemahkan oleh Remy Sjahdeini mengatakan:

“Dengan money laundering, permintaan uang sering berpindah-pindah dari suatu negara kenegara lain, yang dapat mengacaukan statistik jumlah mata uang yang dikeluarkan suatu negara, membuat data moneter tidak benar dan dapat menimbulkan konsekuensi sebaliknya bagi volatilitas terutama terhadap dollarrized economies yang menjadi tidak pasti atas gerakan agregat-agregat moneter” 25
Transnational crime kadang kala juga dianggap sebagai bagian dari Sophisticated crime, karena sifat, bentuk dan tindakan kejahatannya amatlah canggih. Dalam masalah money laundering yang melanda Indonesia ini, telah dibentuk suatu badan yang menangani masalah money laundering yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Secara hukum money laundering merupakan suatu tindak pidana, dan definisi money laundering menurut PPATK adalah:
“money laundering adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah”.
Dengan adanya perlakuan istimewa terhadap money laundering yang terjadi di Indonesia maka sudah saatnya bagi pemerintah Indonesia untuk memperketat pengawasannya dalam penegakan hukum terutama UU No. 15 Tahun 2002 dan UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang dirumuskan sebagai berikut:

“Money Laundering adalah perbuatan menempatkan, mentransfer,membayarkan,membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.26
Bahkan dalam perkembangannya lebih lanjut pengertian money laundering juga mencakup pihak-pihak yang membantu terjadinya money laundering seperti yang diugkapkan oleh Sundari Arie, dalam laporan seminar Peranan Perbankan dan Bank Indonesia dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang:

“Money Laundering is process of converting or cleansing property knowing that such prioperty is derived from serious crime for the purposeof disguising It’s origin. The concepts of money laundering generally covers those who assist that process and ought reasonably to be aware that they are assisting such a procvess”.
Dari beberapa definisi dan penjelasan mengenai money laundering dapat disimpulkan bahwa money laundering adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh  seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut kedalam sistem keuangan (financial system) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal. Menurut Sjahdeini dalam bukunya “Praktek Money Laundering dan Kerugian Negara” mengatakan bahwa:
 “Penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan untuk keuntungan pribadi, atau perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang memperkaya diri secara tidak pantas dan melanggar hukum, atau oleh orang orang yang dekat dengan mereka menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan kemereka.” 27
Selain dari teori diatas ada juga definisi mengenai korupsi seperti yang diungkapkan Sjahdeini, dalam bukunya “Praktek Money Laundering dan Kerugian Negara” beliau mengungkapkan bahwa korupsi adalah:
“Perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang memperkaya diri secara tidak pantas dan melanggar hukum, atau oleh orang-orang yang dekat dengan mereka dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan ke mereka”.28
Indonesia sebagai suatu negara berkembang yang dewasa ini selalu mendapatkan suatu pujian yang cukup berat, baik secara internal maupun eksternal harus mengambil benang merah yang tepat, agar dapat keluar dari segala bentuk kejahatan dan penyimpangan yang sangat kerap terjadi dan sudah mengakar. Selain itu, adanya kerjasama Indonesia dengan ASEAN dalam masalah money laundering yang sudah meningkat dan menyita perhatian negara-negara anggota lainnya, sehingga pada tahun 1997 telah dilakukan kerjasama untuk menghadapi masalah kejahatan lintas negara. Hasil dari kerjasama tersebut adalah lahirnya Deklarasi ASEAN mengenai Kejahatan Lintas Negara. Didalam program kerja ASEAN dibutuhkan pertukaran informasi, penegakan hukum dan pengembangan program pelatihan sumber daya manusia. Dalam perjanjian internasional tersebut mempunyai sifat yang mengikat terhadap negara-negara yang menandatanganinya termasuk Indonesia. 
Adapun kebijakan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi money laundering dengan pembentukan UU No. 15 Tahun 2002 yang disempurnakan lagi menjadi UU No. 25 Tahun 2003, pengetatan managemen perbankan, dan pembentukan lembaga-lembaga indevendent seperti PPATK dan OJK sebagai implementasi dari Program Kerja ASEAN. Diharapkan dapat mempersempit ruang gerak money laundering di Indonesia, memulihkan kepercayaan dunia luar khususnya para investor yang masih sangat dibutuhkan Indonesia, dan untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap perbankan Indonesia, juga memperbaiki reputasi negara.
Ada beberapa asumsi mengenai kejahatan lintas negara adalah: 

1. Merupakan gejala global yang tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja, melainkan harus melalui kerjasama internasional.

2. Kejahatan ini tumbuh dan berkembang seirama dengan kemajuan teknologi informasi dan transpormasi internasional.

3. Kejahatan tersebut dapat disebabkan oleh kondisi sosial, politik, ekonomi, pertahanan, keamanan dan teknologi yang berkembang di berbagai negara dan juga kebijakan dalam luar negeri suatu negara yang menjadi sasaran kejahatan ini.

4. Kejahatan lintas negara tidak memandang ideologi, suku bangsa atau agama dari para pelakunya.

5. Kejahatan ini dapat dilakukan oleh orang perorang, kelompok atau bahkan oleh negara, baik sebagai sponsor maupun sebagai pelaku.

6. Kejahatan lintas negara tidak selalu didasari oleh motif politik semata, tetapi juga motif-motif ekonomi atau bahkan tanpa motif yang jelas.
Adanya asumsi terhadap money laundering di Indonesia didasarkan pada beberapa alasan antara lain adalah:
1. Indonesia berlaku ketentuan bahwa uang yang disimpan dalam bentuk deposito berjangka tidak diusut asal-usulnya sehingga dengan sendirinya diputihkan dan dihalalkan.

2.  Undang-undang perbankan di Indonesia memberikan peluang besar kepada bank untuk merahasiakan kekayaan seseorang. Perdebatan dalam menafsirkan kerahasiaan tersebut hingga kini masih berlangsung.

3 Indonesia menganut sistem devisa bebas.
2 Hipotesis 
Berdasarkan kerangka teoritis diatas, maka penulis mengambil hipotesis:

“Kerjasama ASEAN dalam penanggulangan Kejahatan Lintas Negara diarahkan melalui pertukaran informasi, penegakan hukum dan pengembangan program pelatihan sumber daya manusia, upaya pemberantasan money laundering di Indonesia dapat diminimalisir ditandai dengan adanya realisasi dari pertukaran informasi, penegakan hukum dan pengembangan program pelatihan sumber daya manusia.

Untuk mempermudah pengertian dari hipotesis tersebut maka penulis mengemukakan definisi operasional sebagai berikut:
1. Kerjasama SEAN dalam menanggulangi kejahatan lintas Negara merupakan keperansertaan ASEAN dalam memelihara stabilitas keamanan dikawasannya dari ancaman kejahatan transnational. Kerjasama ASEAN dapat dilihat dari indikatornya seperti: adanya pertukaran informasi, penegakan hukum dan pengembangan program pelatihan sumber daya manusia antar negara-negara anggota ASEAN yang mendatangkan Deklarasi ASEAN mengenai kejahatan lintas Negara.
2. Pemberantasan money laundering di Indonesia indikatornya yaitu perangkat hukum yang berupa UU No. 1 Tahun 2001 yang diperbaharui menjadi UU No 25 Tahun 2003.

3. pemberlakuan program kerja ASEAN sejak tahun 2002 untuk mengimplementasikan rencana aksi dalam menanggulangi kejahatan lintas negara bagi negara-negara anggota ASEAN merupakan program kerja yang berlaku bagi negara-negara yang ikut menandatangani Deklarasi ASEAN. Dalam hal ini, Indonesia akan diamati perkembangannya dari tahun 2001-2005 dengan indikatornya yaitu pencucian uang di Indonesia sebelum dan sesudah program kerja.
3. Tabel Operasional Variabel

	Variabel Hipotesis
	Indikator (Empirik)

	Verifikasi (Analisis)

	Variabel bebas:
Kerjasama ASEAN dalam penanggulangan Kejahatan Lintas Negara melalui pertukaran informasi, penegakan hukum dan pengembangan program pelatihan sumber daya manusia 
	Kerjasama ASEAN dalam penanggulangan Kejahatan Lintas Negara.


Pertukaran informasi, penegakan hukum dan pengembangan program pelatihan sumber daya manusia.
	· Adanya kerjasama ASEAN yang disepakati dalam Deklarasi ASEAN yang mengasilkan ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime.
· Adanya landasan kelembagaan kooperasi ASEAN dalam menanggulangi kejahatan lintas negara.
· Kebijakan nasional dibeberapa negara ASEAN dalam menanggulangi kejahatan lintas Negara khususnya money laundering.
· Meningkatkan pertukaran data ASEANAPOL, membangun hubungan multilateral/pengaturan UU dari dua belah pihak, dan membut program acara pelatihanSDM 

	Variabel Terikat:
Upaya pemberantasan money laundering di Indonesia dapat  diminimalisir ditandai dengan adanya realisasi dari pertukaran informasi, penegakan hukum dan pengembangan program pelatihan sumber daya manusia.

	Upaya pemberantasan money laundering di Indonesia.

realisasi dari pertukaran informasi,  penegakan hukum dan pengembangan program pelatihan sumber daya manusia.


	· Pembentukan UU No. 15 Tahun 2002 dan UU No. 25 Tahun 2003.

· Pembentukan lembaga-lembaga indevenden yaitu PPATK dan OJK

· Adanya pengetatan peraturan perbankan, pengenalan nasabah, dan kebebasan mentransfer mata uang asing

· Kebijakan Indonesia agar menerapkan sanksi pidana Indonesia agar menerapkan sanksi pidana kepada oknum yang membantu terjadinya money laundering
· Mengidentifikasikan UU di Indonesia  agar sesuai dengan Program Kerja ASEAN

· ASEAN sebagai mediator / pengubung pertukaran data dengan Indonesia.


1. Skema Kerangka Teoritis
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E. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data
1. Tingkat Analisis

Tingkat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Induksionis yaitu suatu analisis yang meneliti sistem regional yang berpengaruh pada masyarakat global.
2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Deskriptif analitis, yaitu metode yang digunakan dalam menganalitis gambaran peristiwa aktual, yang sesuai dengan permasalahan dan ditunjang oleh beberapa pendekatan dengan maksud untuk membedakan cara memandang dan wawasan tentang suatu permasalahan agar berbentuk utuh, menyeluruh dan lengkap berikut seluruh faktor yang turut mempengaruhinya. Melalui metode ini, penulis mencoba menggambarkan dan menafsirkan fakta-fakta mengenai ASEAN serta perannya dalam membantu Indonesia dalam usaha memberantas money laundering.
2. Metode Historis, yaitu metode untuk membahas serta mengaitkan peristiwa-peristiwa masa lalu yang berdampak pada fenomena pada saat ini, bahkan pada hal-hal yang dapat terjadi dimasa yang akan datang, berdasarkan data sekunder.
3. Tehnik Pengumpulan Data.
Didalam pengumpulan data sebagai analisa penelitian serta dalam rangka pembahasan skripsi ini, maka penelitian memilih tehnik penulisan melalui studi kepustakaan (Library research), yaitu pengumpulan data dengan cara memanfaatkan  sumber-sumber data dan informasi dari berbagai pustaka yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang akan dibahas baik yang bersifat relevansinya dengan permasalahan yang akan diteliti, yang mana sumber data ini berupa buku-buku, jurnal-jurnal, majalah, surat kabar, laporan-laporan, dokumen serta sumber-sumber tertulis lainnya yang dianggap relevan dengan kajian penelitian yang tengah dibahas. Selain itu juga dilakukan penelusuran web site yang terkait melalui internet. 
F. Lokasi dan Lamanya Penelitian  
1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi pada sumber data yang cukup memadai antara lain:

1. Centre for Stategic and International Studies (CSIS) Jl. Tanah Abang III no 23-27, Jakarta.

2. Departemen  Luar negeri, Kerjasama Luar Negeri, Jl Taman Pejambon no 4 jakarta
3. PPATK Jl. Kebon Sirih no 82-84 Gedung Bank Indonesia, Jakarta.

4. ASEAN Secretariat Jl. Sisingamaharja 70 A Jakarta 12110.
5. Lembaga Peradilan Jl Gajah Mada No 17 Jakarta Pusat.
6. Kompas Jl Palmerah Selatan 26-28 Jakarta 10270.
2. Lamanya Penelitian

Penelitian ini mulai dilakukan pada bulan Maret 2005 dan direncanakan selesai pada bulan September 2005 yang secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

	No
	Kegiatan
	Bulan
	Maret
	April
	Mei
	Juni
	Juli
	Agustus
	September

	
	
	Minggu
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	1
	Pengajuan Judul
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Pengumpulan Data
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Masa Bimbingan Awal
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Seminar Proposal
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Pengurusan Surat Penelitian
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Analisa Data
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Pembuatan Usulan Skripsi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Seminar Usulan Skripsi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Penyusunan Draft Awal
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Bimbingan Skripsi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Sidang Draft
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Sidang Ujian Sarjana
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini akan dipilah kedalam lima bab, masing-masing bab disusun sesuai dengan kebutuhan untuk menopang keutuhan pembahasan yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan
Memaparkan latar belakang penelitian, mengenai kejahatan transnational dalam bentuk kejahatan money laundering, pengajuan permasalahan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, , hipotesis, definisi operasional variabel, skema kerangka teoritis, tingkat analisis, metode penelitian, teknik pengumpulan data, lokasi dan waktu penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Objek Penelitian V. Bebas
Memaparkan kerjasama ASEAN dalam penanggulangan Kejahatan Lintas Negara. Yang terdiri dari latar belakang kerjasama mengenai kejahatan lintas negara, maksud dan tujuan kerjasama, bidang-bidang kerjasamanya, hasil kesepakatan ASEAN, program prioritas, landasan kelembagaan kooperasi ASEAN, strategi pembiayaan dan kebijakan nasional dibeberapa negara anggota ASEAN dalam menanggulangi kejahatan lintas negara khususnya pencucian uang. 

Bab III Objek penelitian V. Terikat
Memaparkan upaya pemerintah Indonesia dalam penanggulangi masalah pemberantasan money laundering. Tang terdiri dari latar belakang money laundering, Undang-undang mengenai pemberantasan money laundering di Indonesia, pembentukan lembaga indevenden dan pengetatan peraturan perbankan.

Bab  III Hasil dan Pembahasan

Bab ini terdiri dari dua bagian yaitu penelitian dan pembahasan. Dalam bagian pertama akan dipaparkan hasil penelitian terhadap kedua variabel, sedangkan pada bagian kedua akan disajikan analisis mengenai keterhubungan antara variabel khususnya untuk menguji hipotesis yang diajukan

Bab V Penutup
Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian

� Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, 2000, Jakarta Hal 4.


� Media Indonesia,”Karena Pencucian Uang Hambat Transaksi dari RI”, 1 September 2000, Hal 4


3 Michael Camdesus, US Government Secretary of The Treasury and Attorney General, “The National Money Laundering Strategy”, 2000, Hal 4.


4 Tarliman, Daniel Djoko, “Pencucian Uang dalam Perspektif Rahasia Bank”, 1999, Yustika Surabaya, Hal 197.


5 Koran Tempo,”Indonesia Tidak Kooperatif Dalam Pemberantasan Money Laundering” 


28 Agustus 2001.


6 Ibid


7 Holsti,K.J. “Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis” terjemahan Wawan Juanda, 1987, Bina Cipta, Bandung Hal 21.


8 Norman D. Palmer, Howard C Perkins, “Penghantar Hubungan Internasional” terjemahan Suwardi Wiriatmadja, 1983, pustaka Tinta mas, Surabaya Hal 37.


9 Dominik Salvatore, Terjemahan Rudi Sitompul, “Ekonomi Internasional”, 1984, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, Hal 5.


10 R.E.A Mamoer, “Ekonomi Internasional”, 1974, Bumi Aksara, Bandung, Hal 1.


11 Koesnadi Kartasasmita, “Organisasi dan administrasi Internasional”, 1987,Fisip Pres, Bandung, Hal 20. 


12 Ibid.


13 Kusumahamidjoyo, budiono, “Hubungan Internasional : Kerangka Studi Analitis”, 1987, Bina Cipta, Bandung, Hal 92.


14 Daniel S. Chever, dikutip oleh T May Rudi, “Adminisrasi dan organisasi Internasional”, 1967, Bumi Aksara, Bandung, Hal 6.


15 Jack C Plano,  Terjemahan Wawan Juanda, “Kamus Hubungan Internasional”, 1987, Putra A Badin Jakarta, Hal 52.


16 Papp Daniels “ Contemporary Internasional Relations: Framework for Understanding, Boston: Allyn and bacon”, 1997, hal 59,109.


17 Starke J G, “Introduction to International Law” terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja, 1999, Sinar Grafika, Jakarta, hal 3.


18 Starke J.G “Penghantar Hukum Internasional” , 2001, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 583.


19 Kusumaatmadja Mochtar,”Penghantar Hukum Internasional”, Alumni Bandung, Hal 84-85.


20 Didi Krisna, “Kamus Politik Internasional”, Putra A Badin, 1993, Jakarta, hal 75


21 Jack C. Plano dan Roy Olton, “Kamus Analisa Politik”, 1989, Putra A Badin, Jakarta, Hal 215.


22 Ibid


23 Prof. M. Giovanoli,”Money Laundering”, Jurnal Hukum Bisnis, 1998, Vol 3.


24 Bucy Pamela,”White Collar Crime:Cases and Materials”, St. Paul, Minn: West, 1992.


25 Petter J Quirck, terjemahan Remy Sjahdeini,”Money Laundering: Muddying the Macroeconomy, 1997, Bina Cipta, Jakarta, Hal 68.


26 Siahaan, N.H.T,”Pencucian Uang dan Kejahatan perbankan mengurai UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian uang, 2002, pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Hal 47.


27 Sjahdeini, Remy, “Praktek Pencucian Uang dan kerugian negara”, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 1.


28 Ibid
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